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INTISARI 

 

Judul Skripsi adalah : “Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Tanpa Izin Memiliki 

Dan Memelihara Satwa Jenis Owa Siamang Yang Dilindungi Dalam Keadaan 

Hidup”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Mengapa Terdakwa 

melakukan tindak pidana memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang 

yang dilindungi menurut Undang-undang ?, 2. Bagaimana akibat hukum terhadap 

perbuatan terdakwa memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang yang 

dilindungi menurut Undang-undang?. Tujuan penelitian adalah : 1. Untuk 

mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan memelihara 

satwa jenis Owa Siamang yang dilindungi menurut Undang-undang. 2. Untuk 

mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan terdakwa memiliki dan memelihara 

satwa jenis Owa Siamang yang dilindungi menurut Undang-undang. Penelitian ini 

bersifat deskripstif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan pelaku memiliki dan 

memelihara Satwa Jenis Owa Siamang dan Akibat Hukum memiliki dan 

memelihara Satwa Owa Siamang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

putusan pengadilan tentang dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi 

dalam keadaan hidup. 

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi alasan pelaku memiliki 

dan memelihara Satwa Jenis Owa Siamang dan Akibat Hukum memiliki dan 

memelihara Satwa Owa Siamang adalah : 1. Terdakwa hobi / senang memelihara 

satwa jenis Owa Siamang, 2. Terdakwa tertarik untuk memiliki dan memelihara 

satwa jenis Owa Siamang karena langka dan harga yang murah, 3. Terdakwa 

kasihan anak bayi Owa Siamang ditemukan dalam keadaan sendiri tanpa induk, 4. 

Terdakwa tidak mengetahui bahwa Satwa jenis Owa Siamang termasuk Satwa 

yang dilindungi undang-undang. Akibat hukum terhadap Terdakwa dan Satwa 

Owa Siamang adalah : 1. Pelaku di tangkap, 2. Terdakwa ditahan, 3. Terdakwa 

menjalani Pemidanaan, 4. Terdakwa dipidana membayar denda, 5. Terdakwa 

dibebani membayar biaya perkara. 

Saran : Kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini BKSDA lebih ketat dalam hal 

pengawasan di sekitar area konservasi agar dapat mencegah terjadinya 

penangkapan satwa Owa Siamang secara ilegal, Dalam hal perlindungan 

agar pemerintah dapat melakukan pengawasan untuk mencegah para 

pelaku melakukan penjualan satwa jenis Owa Siamang secara bebas dan 

ilegal, Perlunya sosialisasi dari pemerintah tentang Satwa-satwa mana saja 

yang dilindungi menurut Undang-undang, serta bagaimana prosedur 

memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi menurut undang-undang. 

Kata Kunci :  Tindak Pidana, Pelihara dan Memiliki Satwa Jenis Owa 

Siamang tanpa Izin. 
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